
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan September 2021, International Organization for Standardization secara resmi telah menerbitkan ISO 37000:2021 – Governance of Organizations. Terbitnya ISO 37000:2021 membawa angin segar bagi praktisi governansi di Indonesia. Meskipun sejak berdirinya Komite Nasional Kebijakan Governansi (d/h Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance) di tahun 1999, sejumlah Pedoman mengenai governansi telah dikeluarkan, namun nyatanya belum ada standar yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan governansi. 
Bagi dunia usaha, kekhususan industri, ukuran perusahaan, dan kompleksitas perusahaan mengakibatkan sulit dilakukan standarisasi. Terlebih lagi jika berbicara mengenai governansi sektor publik, yang memiliki kategori yang lebih banyak dan cakupan yang sangat luas.
Fakta di lapangan menunjukkan implementasi governansi, khususnya governansi korporat, sangat bervariasi. Meskipun asas yang digunakan sama, yaitu TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness), namun ketiadaan standar menyulitkan praktisi governansi untuk melakukan komparasi dalam menerapkan governansi.
Dengan adanya ISO 37000:2021 – Governance of Organizations yang merupakan standar internasional dalam sistem manajemen governansi, diharapkan penerapan governansi menjadi terstandarisasi sehingga memudahkan komparasi serta pada akhirnya memudahkan proses evaluasi dan asesmen penerapan governansi di organisasi.

Dengan semakin kompleks dan dinamisnya industri jasa keuangan, serta percepatan digitalisasi 
produk dan layanan di sektor ini, menjadi penting untuk meningkatkan pelindungan konsumen. 
Ketidakadilan bagi konsumen bisa dialami orang perorang maupun organisasi.  Oleh karena itu, OJK 
memperbarui POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dan 
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, menjadi POJK 22/2023 agar sesuai dengan kondisi terkini. 
Pembaruan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan konsumen, memberdayakan 
konsumen dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha jasa keuangan. 

“Webinar ini adalah kelanjutan dari seminar sebelumnya yang membahas tentang POJK 22. Pada 
webinar kali ini, akan membahas strategi implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
Nomor 22 Tahun 2023 yang berfokus pada pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa 
keuangan. Diharapkan hasil dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi para profesional bidang manajemen 
kepatuhan."
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